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[bookmark: _Toc202786638]BAB I
PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _Toc202786639]Latar Belakang 
Pajak merupakan komponen penting dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia.  Sumber pendanaan dalam negeri terbesar bagi pertumbuhan negara dan operasional pemerintahan adalah pajak, yang merupakan mayoritas penerimaan negara. Penerimaan pajak tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program guna menanggulangi dampak krisis ekonomi, tetapi juga dapat digunakan untuk menjaga defisit anggaran agar tidak semakin membesar (Sani dan Sulfan, 2022). Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal. Tentu saja, baik pemerintah maupun wajib pajak sendiri harus berperan besar dalam memaksimalkan penerimaan pajak (Wahyuni dan Purnamawati, 2020). Namun, realistis di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tangangan serius. Berikut ini Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun.
Tabel 1.1 WP Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda
	Tahun
	Jumlah WP Aktif (Orang)
	Jumlah WP yang Melaporkan SPT (Orang)
	Jumlah WP yang Tidak Melaporkan SPT (Orang)
	Persentase Kepatuhan

	2018
	74.006
	52.685
	21.321
	71,19%

	2019
	80.431
	58.889
	21.542
	73,22%

	2020
	90.978
	65.155
	25.823
	71,62%

	2021
	100.988
	78.728
	22.260
	77,96%

	2022
	113.189
	84.975
	28.214
	75,07%



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Rasio Kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,03%, pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 1,60%, pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,34%, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan 2,89%. Jumlah yang tidak konsisten tersebut bisa saja disebabkan kurangnya wajib pajak dalam memahami proses pembayaran atau pelaporan pajak sehingga rasio kepatuhan mengalami penurunan.
Penerimaan pajak yang maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Permasalahan terkait kepatuhan dalam membayar pajak menjadi isu yang krusial, karena ketika wajib pajak tidak patuh, hal ini dapat mendorong munculnya perilaku penghindaran, pengelakan, serta kelalaian dalam kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya merugikan negara melalui menurunnya penerimaan pajak (Fuadi dan Mangonting, 2013). 
Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pungutan pajak adalah masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak membayar pajaknya sehingga masih banyak terdapat tunggakan pajak. Di Indonesia, persentase wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Beberapa faktor seperti penerapan sistem administrasi perpajakan yang berlaku saat ini, dan pengenaan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan harus diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat mematuhinya. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan wajib pajak, diharapkan wajib pajak sebagai nasabah akan merasa puas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andreansyah dan Farina, 2022).
Tingkat kepatuhan wajib pajak pada orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah  kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi dan sanksi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment, dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat, maka ia cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini mencakup pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan secara transparan dan bermanfaat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan.
Penelitian Putri et al., (2023) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023) dan Trilogi et al., (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Karnedi dan Hidayatulloh (2019) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
[bookmark: _Hlk199677615]Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Saat ini sudah banyak modernisasi sistem administrasi yang sudah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti adanya e-registration yang bermanfaat untuk melakukan registrasi pembuatan NPWP secara online. Selain itu terdapat e-SPT, e-filing, dan e-billing (Yuli Lestari et al., 2022). Penerapan sistem modernisasi administrasi teknologi dilakukan dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak sehingga dengan adanya sistem ini pemerintah mengharapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta ketepatan waktu dalam membayar pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Dasuki (2023), Yuli Lestari et al., (2022) dan juga penelitian Fitria dan Mildawati (2019) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan wajib pajak belum memahami manfaat yang akan diterima dari modernisasi administrasi perpajakan yang akan membuat wajib pajak lebih efektif dan efisien dalam mentaati perpajakan maka modernisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai dari tujuannya.
Selanjutnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya sanksi. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Ariesta dan Latifah, 2017). 
Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Trilogi et al., (2021), Haryanti et al., (2022) dan juga penelitian Nasiroh dan Afiqoh (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Jamil (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak menghiraukan adanya sanksi perpajakan dan masih banyak wajib pajak yang diberikan sanksi karna tidak melaporkan SPT tepat waktu. 
Akibat yang akan diterima wajib pajak dari tidak mentaati perpajakan yang berlaku wajib pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan peranan yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat bertanggungjawab dan mematuhi peraturan perpajakan. Namun kenyataannya hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia masih saja terus menerus terjadi. Seharusnya pajak merupakan peran serta dan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mentaati pajak. Pengenaan sanksi perpajakan ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak agar bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mengetahui dan mengerti jika sanksi pajak akan kian merugikannya. Apabila wajib pajak memiliki tunggakan jumlah pajak yang banyak, akan kian berat bagi wajib pajak untuk menuntaskan semua tunggakan tersebut (Haryanti et al., 2022).
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Admintrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Samarinda Ulu dan Ilir.”
1.2. [bookmark: _Toc202786640]Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir?
1.3. [bookmark: _Toc202786641]Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka dibuat tujuan penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir.
2. Untuk mengetahui dan mmenganalisis pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir.
3. Untuk mengetahui dan mengalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda Ulu dan Ilir.
1.4. [bookmark: _Toc202786642]Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas maka diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan informasi dan wawasan tentang adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa berkaitan dengan pajak orang pribadi.
b. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi wajib pajak agar menjadi wajib pajak yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 
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[bookmark: _Toc202786643]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc202786644]Grand Theory
2.1.1. [bookmark: _Toc202786645]Teori Atribusi
Teori atribusi adalah teori yang dikemukakan oleh Kelley (1973), dikembangkan lagi oleh (Weiner, 1985). Teori atribusi adalah teori yang meneliti dan menjelaskan penyebab faktor perilaku individu, yaitu internal atau eksternal. Faktor internal adalah perilaku seseorang bawaan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan atau dunia luar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh lingkungannya, pengaruh orang lain, atau bahkan paksaan dari suatu pihak. Dalam penelitian ini, teori atribusi sangat penting dalam menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan pajaknya.
2.1.2. [bookmark: _Toc202786646]Kesadaran Wajib Pajak
Langi et al., (2018) mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak adalah hal yang terutama yang harus dimiliki oleh para wajib pajak. Wajib pajak harus mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak itu sendiri merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara.
Menurut Putri et al., (2023) kesadaran wajib pajak berdampak sangat logis terhadap para wajib pajak agar masing-masing mereka dengan sukarela ingin berpartisipasi dalam menyerahkan kontribusi dana agar fungsi perpajakan dapat berjalan dengan baik. Kesadaran wajib pajak akandiukur dengan beberapa indikator, yaitu mengetahui adanya undang-undang danperaturan perpajakan, memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara, memahami dampak kerugianapabila menunda membayar pajak, dan memiliki nisiatif dalam membayar pajak.
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai bentuk imbalan tertentu dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah memungut pajak dari masyarakat. Meningkatkan kemauan membayar pajak memerlukan kesadaran wajib pajak. 
Menurut Trilogi et al., (2021) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak 
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak 
3. Kondisi keuangan wajib pajak.
2.1.3. [bookmark: _Toc202786647]Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Modernisasi administrai perpajakan adalah sistem yang menghadapi penyempurnaan atau perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan mengeksploitasi teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Haryanti et al., 2022). Pelaksanaan modernisasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang akuntabel dan transparansi melalui teknologi yang semakin canggih (Maulana dan Yulianti, 2022).
Modernisasi administrasi perpajakan mempunyai tujuan untuk memperbaiki sistem organisasi dan penggunaan teknologi dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan administrasi perpajakan (Yusro dan Kiswanto, 2014). Sistem modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya adalah tranformasi pada administrasi perpajakan untuk mengubah pola pikir serta sikap wajib pajak secara khusus, serta mewujudkan transparansi dan akuntabel bagi fiskus (aparatur perpajakan) dengan cara menggunakan sistem informasi (teknologi) yang canggih/terbaru (Kurniawan, 2018).
Menurut Putri et al., (2023) indikator untuk melakukan pengukuran modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:
1. Kecepatan sistem administrasi, 
2. Kemudahan pembayaran secara online, 
3. Serta penggunaan Sistem Administrsi Modern (e-SPT, e-Filling, e faktur).
2.1.4. [bookmark: _Toc202786648]Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Arini dan Isharijadi, 2015).
Trilogi et al., (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009), sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. 
Penerapan sanksi ditetapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Wahyuni dan Purnamawati, 2020).
Menurut Haryanti et al., (2022) ada pula indikator pengukuran sanksi perpajakan sebagai berikut:
1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan 
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 
2.1.5. [bookmark: _Toc202786649]Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Paembonan et al., (2019) kepatuhan wajib pajak yaitu bahwa sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap patuh jika menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan semua jenis pajak, tidak pernah dihukum karena melakukkan tindak pidana, serta telah melakukkan pencatatan dan pemeriksaan selama dua tahun pajak terakhir.  
Penelitian Fitria dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa ada 2 bagian kepatuhan ialah kepatuhan formal dan material, adapun kepatuhan formal yakni kepatuhan yang merupakan tindakan seorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak secara formal berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Seperti, daftarkan diri, kemudian mempunyai NPWP, menghitung, dan melaporkan SPT masa ataupun tahunannya serta membayar pajak terhutangnya. Adapun definisi dari kepatuhan material yaitu kepatuhan yang merupakan tindakan seorang wajib pajak secara substantif dalam menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan material perpajakan yang tertera dalam undang-undang perpajakan. Contohnya, tepat waktu dalam penyampaian SPT dan sudah berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan. 
Menurut Keputusan Menteri Keuangan yang terakhir diubah dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 mengenai bagaimana penetapan kriteria pasti untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan terdapat suatu kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak yang patuh jika memenuhi persyaratan berikut: 
1. Tepat waktu dalam memberikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah mendapatkan izin angsuran atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka panjang 5 (Lima) tahun terakhir. 
Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak ialah perilaku dari seorang wajib pajak yang patuh menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak terhutangnya juga dalam menyampaikan SPT masa maupun tahunannya dengan tepat waktu sesuai yang telah dirancang dalam perundang-undangan perpajakan.
Menurut Putri et al., (2023) indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan dalam memiliki NPWP sebagai wajib pajak; 
2. Kepatuhan  untuk  melaporkan  pembayaran  pajak  terutang  dan pajak tunggakan;  
3. Kepatuhan  wajib pajak untuk melaporkan  dan membayar pajak tepat waktu dan sebelum batas akhir yang sudah ditentukan; 
4. Kepatuhan  untuk  taat  kepada  peraturan perundang  –  undangan perpajakan dalam menyampaikan SPT.
2.2. [bookmark: _Toc202786650]Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu
	NonoNNNo	No
	Nama Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	11

1
	Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018)
	Variabel Independen : Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi  perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

	222
2
	Fitria dan Mildawati (2019)
	Variabel Independen : Modernisasi Administrasi, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	
3
	Karnedi dan Hidayatulloh (2019)
	Variabel Independen : Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	
4
	Supriatiningsih dan Jamil (2021)
	Variabel Independen:
Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak.

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		5555	5
	Trilogi et al., (2021)
	Variabel Independen:
Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak.

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	6
	Yuli Lestari et al., (2022)
	Variabel Independen: Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan

Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

	7
	Haryanti et al., (2022)
	Variabel Independen:
Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan
Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Berdasarkan hasil
penelitian secara parsial menunjukan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi, Namun pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan modernisasi administrasi
perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi.

	8
	Putri et al., (2023)
	Variabel Independen:
Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan.

Variabel Dependen: 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	Kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

	9
	Ahmad dan Dasuki (2023)
	Variabel Independen:
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan.

Variabel Dependen: 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka. Pelayanan fiskus juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka.

	10
	Nasiroh dan Afiqoh (2023)
	Variabel Independen:
Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

Variabel Dependen: 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


Sumber: diolah oleh penulis, 2025
2.3. [bookmark: _Toc202786651]Kerangka Konseptual
Teori atribusi menerangkan bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Contoh faktor internal adalah ketika perilaku seseorang berasal dari dalam diri mereka sendiri atau lingkungan terdekatnya, sedangkan faktor eksternal adalah ketika perilaku seseorang disebabkan oleh lingkungan terdekatnya, orang lain, atau bahkan oleh kehadiran paksaan tertentu dari entitas tertentu. Sementara sanksi perpajakan dan modernisasi admnistrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini :
[image: ]
Gambar 2.1. Kerangka Konspetual
Sumber: Dikembangkan oleh penulis, 2025

2.4. [bookmark: _Toc202786652]Hipotesis Penelitian
2.4.1. [bookmark: _Toc202786653]Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak. Jika seseorang mengatribusikan tindakan membayar pajak kepada faktor internal seperti kesadaran, maka ia cenderung menunjukkan kepatuhan wajib pajak. 
[bookmark: _Hlk199677469]Menurut Putri et al., (2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dengan meningkatnya kesadaran pajak, individu menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan merasa secara moral bertanggung jawab untuk patuh. Hal ini akan meningkatkan intensi dan aktualisasi perilaku patuh terhadap kewajiban pajak.
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.4.2. [bookmark: _Toc202786654]Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor eksternal yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan adalah proses peningkatan atau perbaikan sistem untuk memberikan layanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ketika sistem pajak dimodernisasi dan memberikan pengalaman yang positif (mudah digunakan, cepat, transparan, tidak rumit), wajib pajak mulai mengatribusikan kepatuhannya kepada dirinya sendiri.
Menurut Putri et al., (2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan seperti dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya. Selain itu modernisasi administrasi pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust), dan meningkatkan integritas aparat pajak. Modernisasi system administrasi perpajakan sejalan dengan teori
Technology Acceptance Model (TAM) yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Seperti penggunaan e-registration, e-faktur, e-billing, dan e-filing. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Hal ini dilakukan untuk mengubah persepsi negatif wajib pajak bahwa pelaporan dan pembayaran pajak bukan lagi alasan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 
H2: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.4.3. [bookmark: _Toc202786655]Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan. Atribusi ini cenderung mendorong kepatuhan, karena wajib pajak menyadari tanggung jawabnya dan berusaha memperbaiki perilaku Sanksi perpajakan adalah denda atau hukuman yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk memastikan negara memperoleh pendapatan yang adil dan tepat waktu, hukuman ini juga dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Menurut Putri et al., (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tegasnya sanksi yang di berikan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi tersebut lebih banyak merugikan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun sebaliknya, apabila sanksi tidak di tindak secara tegas maka tingkat kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.
H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2.5. [bookmark: _Toc202786656]Model Penelitian
Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka dibuat model penelitian yang mana membahas tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat digambarkan sebagai berikut :
Kesadaran Wajib
Pajak (X1)
H1 (+)
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)
H2 (+)
H3 (+)
Sanksi
Perpajakan (X3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)


Gambar 2.2. Model Penelitian
Sumber: Dikembangkan oleh penulis, 2025

[bookmark: _Toc202786657]BAB III
[bookmark: _Toc202786658]METODE PENELITIAN
3.1. [bookmark: _Toc202786659]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.1.1. [bookmark: _Toc202786660]Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Putri et al., (2023) indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan dalam memiliki NPWP sebagai wajib pajak; 
2. Kepatuhan  untuk  melaporkan  pembayaran  pajak  terutang  dan pajak tunggakan;  
3. Kepatuhan  wajib pajak untuk melaporkan  dan membayar pajak tepat waktu dan sebelum batas akhir yang sudah ditentukan; 
4. Kepatuhan  untuk  taat  kepada  peraturan perundang  –  undangan perpajakan dalam menyampaikan SPT.
3.1.2. [bookmark: _Toc202786661]Variabel Independen (X)
Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu :

3.1.1.1. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman, kemauan, dan kepatuhan seseorang atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Trilogi et al., (2021) adapun indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:
1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak,
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, 
3. Kondisi keuangan wajib pajak.
3.1.1.2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses pembaruan dan peningkatan sistem, prosedur, serta infrastruktur yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mengelola administrasi perpajakan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Putri et al., (2023) indikator untuk melakukan pengukuran modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:
1. Kecepatan sistem administrasi, 
2. Kemudahan pembayaran secara online, 
3. Serta penggunaan Sistem Administrsi Modern (e-SPT, e-Filling, e faktur).
3.1.2.3. Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang bisa digunakan kepada seorang wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Ada pula indikator pengukuran sanksi perpajakan sebagai berikut (Haryanti et al., 2022): 
1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan .
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3.2. [bookmark: _Toc202786662]Populasi dan Sampel
3.2.1. [bookmark: _Toc202786663]Populasi
Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir yaitu sebanyak 113.189 wajib pajak orang pribadi.
3.2.2. [bookmark: _Toc202786664]Sampel
Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah satu teknik sampling non-random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini kriteria pada penelitian yaitu :
1. Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir
2. Wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas.
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut :
	n =
	N

	
	(1 + Ne²)


Keterangan: 
n	= Jumlah sampel
N	= Ukuran populasi 
Ne²	= Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi
Sehingga, dari rumus tersebut, peneliti dapat mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:	
	n =
	N

	
	(1 + Ne²)

	
	

	n=
	113.189

	
	(1+ 113.189 x 0,05²)

	
	

	n =
	113.189

	
	(1 + 282,972)

	
	

	n =
	113.189

	
	283,973

	
	

	n =
	398,59

	
	

	n =
	399



Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 399 responden.
3.3. [bookmark: _Toc202786665]Jenis dan Sumber Data
3.3.1. [bookmark: _Toc202786666]Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaann-pertanyaan yang ada dalam kuisioner. Menurut Sugiyono (2019) data kuantitatif dapat diartikan sebagai data yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotetsis yang telah ditentukan. 
3.3.2. [bookmark: _Toc202786667]Sumber Data
Data yang digunakan dan diolah dalam penelitian ini adalah data primer yang akan diperoleh langsung dari pihak pertama atau subyek yang langsung berhubungan dengan penelitian dan berkaitan dengan jawaban dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada responden. Selanjutnya, responden akan mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Kuesioner yang sudah diisi akan diperiksa oleh peneliti untuk memastikan bahwa hanya kuesioner yang terisi lengkap yang akan digunakan dalam analisis. 
3.4. [bookmark: _Toc202786668]Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui metode kuesioner, menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 
Kuesioner terdiri dari 15 pernyataan yang berasal dari variabel kesadaran wajib pajak (4) pernyataan, modernisasi sistem administrasi perpajakan (3) pernyataan, sanksi perpajakan (4) pernyataan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (4) pernyataan Pernyataan pada kuesioner akan diukur dengan menggunakan skala likert.
Menurut Sugiyono (2019) skala likert dikembangkan oleh Rensis Likert, yang merupakan suatu series butir (butir soal). Berikut nilai yang digunakan dalam skala likert.
[bookmark: _Toc192707076]Tabel 3.1. Skala Likert
	Alternatif Jawaban
	Bobot Skor

	
	Positif
	Negatif

	Sangat Setuju (SS)
	5
	1

	Setuju (S)
	4
	2

	Ragu-Ragu (RR)
	3
	3

	Kurang Setuju (KS)
	2
	4

	Tidak Setuju (TS)
	1
	5


	Sumber: Sugiyono (2019)

3.5. [bookmark: _Toc202786669]Teknik Analisis Data
3.5.1. [bookmark: _Toc202786670]Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang data yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum atau menggeneralisasi data tersebut (Sugiyono, 2019). Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel dan data demografi subjek penelitian. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram, serta melakukan perhitungan modus, median, dan mean sebagai ukuran tendensi sentral. Selain itu, statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk menghitung desil, persentil, serta menghitung penyebaran data melalui perhitungan rata-rata data sampel atau populasi.
3.5.2. [bookmark: _Toc202786671]Uji Kualitas Data
3.5.2.1. Uji Validitas
Menurut Ghozali (2016), pengujian validitas bertujuan untuk menilai keabsahan atau validitas sebuah kuesioner. Validitas kuesioner dianggap terpenuhi jika pertanyaan-pertanyaan didalamnya mampu mencerminkan aspek yang ingin diukur. Alat uji yang digunakan adalah analisis faktor dengan menunjukkan loading faktor lebih besar dari 0,5. Tabel yang digunakan untuk menentukan yaitu dengan melihat tabel component matrix.
3.5.2.2. Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2016) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi atau stabilitas suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel atau konstruk yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban dari responden konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada tingkat kestabilan, konsistensi, akurasi, dan daya prediksinya. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi menghasilkan data yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, reliabilitas kuesioner diukur untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dari responden dapat diandalkan dan konsisten.
3.5.3. [bookmark: _Toc202786672]Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik ini memiliki tujuan untuk pemberi kejelasan terhadap persamaan regresi yang telah ditetapkan dan tidak mengandung ketidakkonsistenan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
3.5.3.1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas adalah suatu pengujian yang memiliki tujuan untuk menilai model regresi pada variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai distribusi normal atau sebaliknya. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas pada sampel penelitian ini dengan menggunakan pengujian kolmogorov-smirnov adalah uji non prametrik bertujuan melihat kesamaan jenis distribusi pada dua sampel yang berbeda. Pada pengujian ini data dianggap terdistribusi secara normal bila signifikan lebih dari 0,05 dan sebaliknya dianggap tidak terdistribusi normal bila nilai signifikan kurang dari 0,05.

3.5.3.2. Uji Multikolonieritas
Uji multikoloneritas adalah suatu pengujian yang memiliki tujuan untuk menguji keeratan hubungan antar variabel independen atau bebas yang ditemukan dalam model regresi penelitian (Ghozali, 2016). Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF atau variance inflation factors. Apabila nilai centered VIF (Variance Inflation Factor). Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):
1. Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance > 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance < 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.
3. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas > 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas < 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.
3.5.3.3. Uji Heterokedastistas
Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji heterokedastistas adalah suatu pengujian yang memiliki tujuan untuk menguji ada atau tidak ketidaksamaan bentuk residual dalam model regresi antar kurun pengamatan. Model regresi yang tidak heterokedastistas dengan menujukkan varian residual yang tetap maka akan menggambarkan bahwa model regresi tersebut baik atau homoskedastisitas.

3.5.3.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi linear terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada periode ke-t dengan risidual pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Durbin  Watson Test dengan menentukan nilai durbin watosn (DW). 
Uji Durbin – Watson
1. Kriteria pengambilan keputusan: 
a. Mencari nilai dl dan du dari t-tabel berdasarkan jumlah sampel penelitian.
b. Membuat grafik untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki masalah autokorelasi.
2. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut:
a. Nilai D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif.
b. Nilai D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi.
c. Nilai D-W di atas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.
3.5.4. [bookmark: _Toc202786673]Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran rasio dalam suatu persamaan linear. Modal persamaan analisis regresi untuk dua variabel menurut Sugiyono (2019) adalah sebagai berikut:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ ε
Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
α = Konstanta
X1 = Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
X3 = Sanksi Perpajakan
3.5.5. [bookmark: _Toc202786674]Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk menguji seberapa berpengaruhnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol (0) dan satu (1). Jika nilainya menunjukkan angka yang kecil berarti kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen, namun jika nilainya menunjukkan angka mendekati 1 berarti hampir semua informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen diberikan oleh variabel independen (Ghozali, 2016). 
3.5.6. [bookmark: _Toc167303903][bookmark: _Toc167373560][bookmark: _Toc167382776][bookmark: _Toc202786675]Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji stimulan atau Uji F dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menguji kelayakan pada model regresi penelitian pada uji kesesuaian. Nilai F pada tabel ANOVA merupakan suatu pengambilan keputusan dalam pengujian ini, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Ketentuan pengujian dengan Uji F dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: apabila nilai signifikansi F<0,05 maka akan menunjukkan bahwa model penelitian dinyatakan layak dan sebaliknya apabila nilai signifikansi F> 0,05 maka akan menunjukkan bahwa model penelitian dinyatakan tidak layak.
3.5.7. [bookmark: _Toc167303904][bookmark: _Toc167373561][bookmark: _Toc167382777][bookmark: _Toc202786676]Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t bertujuan untuk menguji seberapa berpengaruhnya variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan asumsi jika signifikan dari analisia regresi menunjukkan sig < 0,05 atau 5% berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).
a. Jika t hitung > t tabel atau sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
b. Jika t hitung < t tabel atau sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
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Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
Kepada Yth.
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Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Studi Akuntansi jenjang Strata Satu (S1) Universitas Mulawarman, Saya:
[bookmark: _Toc202785503][bookmark: _Toc202785595][bookmark: _Toc202785752][bookmark: _Toc202786680]Nama		: Ariq Zahiryan Darwis
NIM		: 2001036193
[bookmark: _Toc202785504][bookmark: _Toc202785596][bookmark: _Toc202785753][bookmark: _Toc202786681]Fakultas/Jurusan		: Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Saarinda Ulu dan Ilir”. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian ini dengan mengisi lembar kuesioner atas pertanyaan dengan lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan demi kepentingan penelitian, bukan untuk menilai kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.
Apabila diantara Bapak/Ibu ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka dapat menghubungi email saya ariqzahiryan@icloud.com. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.
Hormat Saya,
Peneliti



(Ariq Zahiryan Darwis)
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[bookmark: _Toc202785506][bookmark: _Toc202785598][bookmark: _Toc202785755][bookmark: _Toc202786683]Harap isi biodata Bapak/Ibu terlebih dahulu pada formulir di bawah ini:
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	Nama
	: 
	

	
	 (Boleh tidak diisi)
	

	NPWP
	: 
	

	Jenis Kelamin
	: (     ) Laki-Laki
	(     ) Perempuan

	Pendidikan Terakhir
	: (     ) SMP
	(     ) SMK

	
	  (     ) D3
	(     ) S1

	
	  (     ) S2
	(     ) S3

	Pekerjaan
	: (     ) Pengusaha
	(     ) Aktuaris

	
	  (     ) Konsultan
	(     ) Pengacara

	
	  (     ) Akuntan
	(     ) Notaris

	
	  (     ) Dokter
	(     ) Arsitek

	
	  (     ) Penilai
	(     ) Lainnya



[bookmark: _Toc202785508][bookmark: _Toc202785600][bookmark: _Toc202785757][bookmark: _Toc202786685]PANDUAN PENGISIAN KUESIONER
1. Bacalah sejumlah pernyataan di bawah ini dengan teliti.
2. Anda dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan penilaian anda secara objektif dengan mencoret/memberi tanda pada salah satu jawaban untuk setiap pernyataan yang dianggap mewakili.
3. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban benar-salah melainkan menunjukkan kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pernyataan.
4. Dimohon dalam memberikan penilaian tidak ada pernyataan yang terlewatkan.
5. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis saja. Identitas dari Anda akan dirahasiakan dan hanya diketahui oleh peneliti. Hasil penilaian ini tidak akan ada pengaruhnya terhadap pekerjaan anda.
6. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda silang () pada pilihan yang tersedia sebagai berikut:
1= Tidak Setuju (TS)
2= Kurang Setuju (KS)
3= Ragu-Ragu (RR)		
	4= Setuju (S) 
5=  Sangat Setuju (SS)	



DAFTAR PERNYATAAN/PERTANYAAN
KESADARAN WAJIB PAJAK
	No
	Pernyataan
	TS
	KS
	RR
	S
	SS

	1
	Saya mengetahui bahwa fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum
	
	
	
	
	

	2
	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
	
	
	
	
	

	3
	Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara
	
	
	
	
	

	4
	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan saya
	
	
	
	
	



MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
	No
	Pernyataan
	TS
	KS
	RR
	S
	SS

	1
	Keberadaan system administrasi pajak dalam bentuk e-system memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi perpajakan dimanapun dan kapanpun
	
	
	
	
	

	2
	Keberadaan system administrasi pajak dalam bentuk e-system memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
	
	
	
	
	

	3
	Petugas/otoritas pajak memberikan informasi pajak kepada wajib pajak secara detail dan lengkap dan mengarahkan wajib pajak sesuai permasalahan yang dialami.
	
	
	
	
	



SANKSI PERPAJAKAN
	No
	Pernyataan
	TS
	KS
	RR
	S
	SS

	1
	Sanksi pajak yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
	
	
	
	
	

	2
	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak.
	
	
	
	
	

	3
	Saya mengatahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.
	
	
	
	
	

	4
	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.
	
	
	
	
	



KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
	No
	Pernyataan
	TS
	KS
	RR
	S
	SS

	1
	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara sukarela.
	
	
	
	
	

	2
	Saya sudah melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar
	
	
	
	
	

	3
	Saya sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang terutang
	
	
	
	
	

	4
	Saya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
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